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·auPATI. MAROS 

PROVia818ULA.'WB818Wa&TAll 

· l'BRATURAII DABRAII KAIIUP.&TD IIAROS 
. NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANO 
; . 

PBROBABD ATAS PBRA.'l'IJRAll DABRAB BAB'OPATBII IIAROS 
KOIIOR 01 TABml 2013 TBNTAIIG PAJAK Bm11 D.A11 BAKGUll'.AII 

PBRDS8AAII DAii PBRKOTA&ll . 

: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MAROS, 

Menimba.ng a. bahwa untulc mendorong .:. peningkatan partisipaai 
masyarakat daJain pembanguilan daerah ·sett.a sehagai 
UJ>831a menfngkatkan pendapatan aali daerah, perlu 
dilak:ukan peninjauan ta.rif Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan. dan Perkotaan aesuai dengan kondisi 
perekono:mien; 

b. bahwa .untuk- meJakaf,nakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kapupaten Maroa. No� 01 Tahun · 
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pemesaan dan 
Perlmtaan, tarif pajak .yang ada saat ini dipandang tidak 

· lagi · aeauai dengan perkembangan eebingga perlu 
dirubah; . 

c, bahwa berdasarkmi . .  pert:inl.bangan sehagairnana 
dfmaksud dalarn huruf 1;1. dan huruf b, maka perlu 
menetapkail Pera.turan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peratu.ran Daerah Kabupaten Maroa Nomor 01 Tahun 
2013 tentang Paj ak .  Bwni dan Bangunan Perdesaan 
dan l>erkot.aan. . . . 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daaar Negara Republik 
l)ldonesia Tahun 1945; · 

2. Undang-Undang Nomor 29 T�un 1959 Tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi 
(Lem.baran Negara Republik Indonesia· Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

· Indonesia Nomor 1822); 
3. Undang-Undang Nomor 8 ·Tahun 1981 ·t.entang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran · N� Republfk .Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambaban .Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 3209); · 

4. Undsng-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan tJmum dan Tata cara Peipajakan (Lem� 
Negara Republilc Indonesia. Tahun 1983 N�mor 49, .: ·.-_ . 
Tarnbahan Lembanin Negara Republik Indonema Nam�:·. · : · . 
3262), aebagafmana te1ah diubah beberapa. ka1i terakhir ··:.··..;::<;··.-. 
den·pn Undang-U:ndang Nomar 28 Tahun 2007 tentang; ·>:··-�·.::·.· ... · 

. .  ·•;:; .... :. . : : ·  .  

.,1:-.' .: ,;.r . 



Peruba.han Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4740); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

7� Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang · Nomor 15 Tahun 2004 tenta.ng 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Anta.ra Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Ata.s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kita.b Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 . 
ten.tang Perubahan ata.s Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang . 



Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang 
Tata Cara Pemeriksa.an di Bidang Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3339); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Pengh.apusan Piutang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 31,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4488); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah at.au Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tamba.han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 
2007 ten.tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maras Tahun 
2007 Nomor 01); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS 
clan 

BUPATI MAROS 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
MAROS NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

Pual l  

Ketentuan da]am Pasa1 6 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten 
Maroa Nomor 01 Tahun 2013 tentangPaiak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 01) 
diubah aehingp berbunyi sebagai berikut : 



Pual 6  

(  1) Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut : 
a. O,lOOA, untu.k Objek Pajak yang NJOP-nya sampai dengan 

RpS00.000.000,00 (lima ratua juta rupiah). 
b. 0, 125% 1,1Dtuk Objek Pajak yang NJO�-nya diatas 

RpS00.000.000�00 (lima ratus juta · rupiah) sampai · dengan 
Rpl.000.000.�00,00 (satu milyar rupiah). 

c. 0,200A, untnk Objek Pajak yang NJOP-nya di atas 
Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan 
RpS.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

d, 0,300.A»: untuk. Objek Pajak yang NJOP-nya di atas 
RpS.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

(2) Besamya tarif pajak sebagaimana dimaksud pada �t (1) dapat ditinjau 
berdaaarkan perkembangan dengan m.engacu kepada ketentuan 
Peraturan·Perundang�undangan. · 

Pa..t D  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan . 
.Agar setiap enm.g mengetabuinya, memerintabksn pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya da]arn Lembaran Daerah Kabupaten 
Maros. . 

Difirt&p) kan di Maras 
tanggal 25 Juli 2017 

Diundailgkan di Maroa 

pada tanggal. 25 Juli 2017 

8.B&R&TARIS DABRAB 
KABUPATBII IIAROB, 

- BAll.&RUDDDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHON 2017 NOMOR 4 

NOREO. PERA'IURAN DAERAH KABUPATEN MAROS 
PROVINSI SUI.AWESI SELATAN : B.HK.HAM.3.59.17 

. .• · . .  :··.:.· . . . .  ·  
. . . . . . . .  

.  .  .  .  .  :  :  .  

. . . .  · . · .  


